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ABSTRAK

Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Keluarga
terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun tidak semua orang tua dikaruniai atau di
anugerahi anak. Maka. terdapat jalan alternatif bagi orang tua tersebut yaitu
mengangkat seoranganak atau adopsi. Pengangkatan anak.adalah suatu perbuatan
mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, yang akan menimbulkan
suatu hubungan hokum yaitu anak angkat akan memiliki kedudukan yang sama
seperti anak yang sah atau anak kandung. Pengangkatan anak harus melalui
penetapan pengadilan. Proses mengangkat anak angkat bagi seorang muslim
dilakukan di‘Pengadilan Agama.-Hukum Islam'memperbolehkan mengangkat anak
hanya sebatas pemeliharaan anak. Anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan
sebab mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Karena prinsip hukum
waris dalam Islam yaitu hubungan darah atau nasab dan perkawinan. Yang menjadi
pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimsana kedudukan anak
angkat sebagai ahli waris dalam perspektif hukum. keperdataan Islam, 2)
Bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama
Pekanbaru, 3) Bagaimana Penetapan Hak Kewarisan terhadap Anak angkat di
Pengadilan Agama Pekanbaru (Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr).

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
kedudukan, pelaksanaan kewarisan serta penetapan hak kewarisan anak angkat di
Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis
yakni metode normatif (metode penelitian hukum kepustakaan) dan metode
sosiologis (metode pengumpulan_ data dengan mempelajari fakta-fakta di
lapangan). Penulis melakukan penelitian‘di‘Pengadilan Agama Pekanbaru dengan
wawancara langsung kepada hakim serta memperoleh data langsung dari
Pengadilan Agama pekanbaru yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian skripsi yang penulis dapatkan bahwa kedudukan anak
angkat dalam Islam dan - Kompilasi Hukum Islam(KHI) adalah tetap. Hubungan
nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak akan terputus. Anak
angkat dalam tidak dapat mewarisi-harta.peninggalan orang tua angkatnya. Namun
Kompilasi Hukum Islam memberihak waris kepada anak angkat melalui wasiat
wajibah. Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa
wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat sebanyak-banyaknya ialah 1/3
(sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Hakim menetapkan bagian anak
angkat dalam putusan tersebut adalah 1/8 (seperdelapan) atau 3/24 bagian dari harta
waris pewaris sebagai wasiat wajibah.

Kata Kunci: Anak angkat, hak waris, hukum Islam.



ABSTRACT

The family has an essential role in human life. The family consists of a father, a
mother, and children.However, not all parents are blessed with children. Then there is an
alternative way for parents to adopt a child. Adoption of a child is an act of taking a child
ofother people into his own family, which will lead to a legal relationship, namely the
adopted child-willhave the same position as a legitimate child or biological child. The
adoption of a child must go througha court ruling. The process of adopting an adopted child
for a Muslim is carried out in the Religious Courts.Islamic law allows adopting children
only to the extent of child care, Adepted children cannotbe used as the basis and cause of
inheriting the inheritance of his adoptive parents. Because:the principle of inheritance law
inlslam is blood relations or kinship and marriage. The main problems in this thesisare 1)
What is the position of adopted children as heirs in the perspective of Islamic civil law. 2)
How is the implementation of inheritance distribution for adopted children at the Pekanbaru
Religious Court3) How does the determination of Inheritance Rights to Adopted Children
at the Pekanbaru Religious Court (Decision No. 1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr).

The purpose of this research is to find out how the position, implementation of
inheritance, and the determination of the inheritance rights of adopted children at the
Pekanbaru Religious Court. The author used the normative method (library law research
method) and the sociological method (data collection method by studying facts in the field).
The author conducted this research in Pekanbaru Religious Court by interviewing the judge
directly and obtaining the data from the Pekanbaru religious court, which is related to the
title of this thesis.

The results of the thesis ‘research the-authors get are that the position of adopted
children in Islam andthe Compilation Islamic law (KHI) is fixed. The relationship between
adopted children and biological parents will not be disconnected. Adopted children cannot
inherit the inheritance of their adoptive parents. But Legal Compilation Islam gives
inheritance rights to adopted children through mandatory wills. Article 209 paragraph 2
Compilation of Islamic Law (KHI) states that the mandatory testament given to adopted
children is 1/3 (one third) of the inheritance of his adoptive parents. The judge determines
the share of adopted children in the decision is 1/8 (one-eighth) or 3/24 part of the
inheritance of the testator as a mandatory will.

Keywords : Adoptive children, Inheritance rights, Islamic Law
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PENDAHULUAN

peraturan e rkawinan ya : C lomor 1 tahun 1974
bahwa “Per seorang wanita
sebagai sua tangga) yang
bahagia dan
Allah

laki-laki dan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dijaga serta dilindungi,
karena dalam diri anak tersebut terdapat harkat serta martabat sebagai seorang
manusia yang harus dijunjung tinggi, dimana anak merupakan suatu harta yang
berharga dibanding harta yang lainnya.(Lestari 2017)Anak menurut orang berakal
sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk

meneruskan keturunan serta tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayang.

(Rachman Anwar 2020)



Anak juga sebagai investasi masa depan serta harapan untuk menjadi
sandaran ketika orang tua berada di usia lanjut. Namun terkadang tujuan untuk
menyambung keturunan tidak dapat tercapai, maka jalan alternatif yang dapat
ditempuh adalah dengan cara mengangkat anak-orang lain sebagai anak (adopsi).

Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “Tabanni. Yang diartikan dengan
mengambil anak angkat. Secara bahasa, Kata adopsi berasal dari Bahasa Belanda
yaitu Adoptie dan Bahasa Inggris disebut Adopt (Adoption), yang berarti
pengangkatan anak, mengangkat anak. (Zaini 1999) Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adopsi ialah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut
Prof. Mahmud Y unus dartikan dengan “mengambil anak angkat”,dan dalam Bahasa
Belanda menurut kamus hukum berarti pegangkatan seorang anak untuk sebagai
anak kandungnya sendiri. (Soeroso 2007)

Pengangkatan anak atau_adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak
orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang
yang mengambil anak dan anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.
Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi
kedudukan kepada seorang anak erang lain'sama seperti seorang anak yang sah atau
anak kandung.

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dikatakan bahwa
Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari

lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah , atau orang lain yang bertanggung
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jawab atas perawatan , pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam
keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan

angkat dengan

sebaik-baiknya, dengan ti eda am segala hal, meliputi

perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
menyatakan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk asal-usul seorang anak dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.” Ketentuan tersebut

berlaku untuk orang-orang yang memeluk beragama Islam. Pengadilan Agama
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memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. (musthafa

2008) Dan bagi orang yang di luar agama Islam pengangkatan anak dilakukan di

Pengadilan Negeri.

proses persidang

tersebut.

orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Di dalam syariat Islam, Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu
berlaku pada zaman Jahiliyah. Rasulullah saw. Bersabda “Siapa saja mengaku ayah
pada selain ayahnya sendiri dan ber-intima’ kepada selain tuannya maka laknat

Allah akan terus mengikutinya hingga hari kiamat.”



Dari uraian tersebut, adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan
hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung si anak dan anak tersebut diberi
status anak kandung, adalah haram dan tak diperbolehkan oleh Islam.

Namun hukum-Islam mengakui adanya-anak pungut atau anak asuh, yakni
pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak. Yang bertujuan
untuk kepentingan kesejahteraan: 'si.‘anak tersebut dan bukan berniat untuk
melanjutkan keturunan. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar
lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai
akibat hukum sedikit pun. la tetap menjadi anak dan kerabat dari orang tua
kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.

Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung,
anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah kandung atau dengan orang tua
kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi
anak perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan hukum Islam mengenai pengangkatan anak yang bersumberkan
pada Al-Quran dan Sunnah serta hasil ljtihad yang berlaku di Indonesia. Yang
terdapat di berbagai produk pemikiran hukum Islam, seperti fikih, fatwa, putusan
Pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi
Hukum Islam, secara definitif disebutkan bahwa Defenisi anak angkat
menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya
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dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
Ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya

pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal

sebagai dasar

‘\1;3\ )

‘g\"&\\‘%\a

dan sebab ubungan darah

atau arhaa usnya dalam
pembagian ¢
darah antara

lain. (Umar

1)
(2) Tidak ada penerus keturunan
(3) Menurut adat perkawinan setempat

(4) Hubungan baik dari tali persaudaraan

(5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan

(6) Kebutuhan tenaga kerja
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Anak angkat dapat menerima hak dan kewajiban serta menjadi ahli waris
layaknya anak kandung secara hukum waris adat, baik materiil ataupun immaterial.

Anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat

mewarisi,karena anak angkat tidak terma ahli waris. Namun
Pasal 209
angkat yang

dari harta Sa % P cara jelas menjamin

2020)

Dari pembahasan yang pe S, penulis merasa termotivasi untuk
meneliti tentang kasus atau perkara mengenai bagaimana penetapan hak waris
terhadap anak angkat yang mana anak angkat dalam hukum Islam sama sekali tidak
mendapatkan warisan. Kemudian penulis melakukan objek penelitian di Pengadilan

Agama Pekanbaru yang notabennya adalah lembaga yang menangani kasus

keperdataan bagi Umat Islam.
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Latar belakang diatas membuat penulis tertarik mengambil judul:

PENETAPAN HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM

PERSPEKTIF HUKUM KEPERDATAAN ISLAM (Studi Kasus di

. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Kewarisan Anak
Angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru

3. Untuk mengetahui bagaimana penetapan hak kewarisan anak angkat di
Pengadilan Agama Pekanbaru ( Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk:

1.  Bagi Penulis
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang pengembangan konsep
pemikiran secara jelas, logis dan sistematis bagi penulis dalam meneliti

permasalahan terkait penetapan hak kewarisan anak angkat dalam

Jan gambaran
getahui dan

hak kewarisan

D.
1.

epada orang yang
masih hidup dia arta disebut dengan
berbagai nama, yait Al-Warits. (syarifuddin
2008)

Untuk waris Islam, nama yang sering digunakan adalah Faraidh,yang
mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan suatu yang ditetapkan
bagiannya secara jelas. Penggunaan kata mawaritsi lebih melihat kepada yang
dijadikan objek dari hukum kewarisan yaitu harta pewaris yang berlaih kepada ahli
waris. Yang dipergunakan dalam Bahasa hukum waris, yaitu merujuk kepada orang

yang menerima harta warisan karena kata itu artinya adalah ahli waris.



Dalam literatur hukum waris di Indonesia digunakan beberapa nama yang
diambil dari Bahasa Arab yaitu waris, warisan, tirkah pusaka, dan hukum waris.
Dinamakan dengan “waris” karena dihubungkan kepada orang yang berhak
menerima harta warisan, yang-menjadi subyek-dari hukum-kewarisan. Penamaan
“warisan” dihubungkan kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum.
Adapun pemberian nama ‘‘pusaka” “meérupakan nama lain ‘dari harta yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Secara terminologi, hukum waris
ialah hukum yang mengatur tentang pembagian harta, tata cara mengenai
perhitungan terhadap harta, dan bagian yang wajib di dapatkan oleh ahli
waris.Menurut As-Shiddieqy, hukum waris adalah pengetahuan tentang orang-
orang yang berstatus ahli waris, orang yang bukan ahl waris, jumlah hak yang
mereka terima, dan tata cara pembagiannya.(Ash-Shiddieqy 1975)

Istilah hukum warisansmenandakan standar aturan dalam hal peralihan harta
dari individu yang sudah wafat yaitu pewaris dengan individu yang masih hidup
atau ahli waris.Oleh karena itu dipersepsikan bahwa peralinan harta dari pewaris
kepada penerima waris atau ahli waris berlaku setelah individu yang bersangkutan
meninggal dunia. Dengan demikian hukum.waris Islam ialah aturan-aturan yang
bersumber dari Alguran dan Sunnah Nabi tentang orang-orang yang dikategorikan
ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhakmenerima harta

warisan, hak setiap ahli waris dan teknik pembagian harta warisan.

Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Quran
dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur waris

itu adalah sebagai berikut:

10
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1) Ayat-Ayat Al-Quran

Al-Qur’an Surah ke-44 (An-Nisa’) ayat 7
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Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama sengan

bahagian dua orang perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan

255 ,' \rﬁ.‘.\\,vdagéﬁ A,&z]uirju\r&\”\ L:J:.;-.ﬁ;a

&&m\&wﬂgeﬁgmu .ﬂ_}'rﬁ;ﬁ'r)o\&f"’ ) 33 &,\gwj_,
ﬁwb‘ Nﬁ‘fb‘ W 5§45 86 &5 J’J‘Ledr’fw x4 33 855
#35 L@aﬂxw:\axéﬂ‘q‘%&r«%wﬁ‘ ‘ﬁ‘ob’ A g sl
;...\,(..Jpw\,w\u,u LZ;

12



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika

mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Al-Quran Surah ke-4 (An-Nisa’) ayat 33.
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Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah
menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang

tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah

Tetapi jika sau . Q ‘ fuaorang, maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang “ . Dan jika mereka (ahli waris itu
terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian
seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Al-Quran Surah ke-8 (Al-Anfal) ayat 75.
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Hadits dari Imran bin Hu enurut riwayat Ahmad,Abu Daud, dan

At-Tarmizi

Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-
Bukhari,Muslim,Abu Daud, At-Tarmizi dan Ibnu Majah

Hadits dari Qabishah bin Zueb

Hadits dari abu Hurairah ra.menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah

Hadits dari Sa’d ibn Abi Waqqash menurut riwayat Al-Bukhari
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i. Hadits riwayat Abu Daud, at-Tarmizi dan Ibnu Majah

Pada prinsipnya Al-Quran telah menjelaskan sumber hukum waris secara

rinci. Setelah itu, Rasul. Allah mempraktekkan pembagian terhadap kasus-kasus

anaknya. Akan tetapi masih ada sebagian orang tua belum memiliki anak setelah

lama berkeluarga dan berniat untuk mengangkat seorang anak.

Istilah anak angkat telah berkembang di Indonesia, yakni dari kata “adoption”
yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris dan mengalami proses asimilasi
ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “adopsi” (mengangkat anak) yang memiliki

arti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak

16
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yang sama dengan anak kandung. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti

pengambilan (pengangkatan) anak ornag lain secara sah menjadi anak sendiri.

dapat me . Y3 ” y t * l’ ena sayangnya
pada anak 3 : B
hidup.

Sejauh mana ane la angkatnya dapat dilihat
dari latar be umumnya anak
ditentukan karena

1.

2.

4. Hubungan baik dari tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
6. Kebutuhan tenaga kerja

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak,
menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

17
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bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke
dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau

penetapan pengadilan.

3.

mengumpulkan bersama-sama, seperti memgumpulkan peraturan-peraturan yang
tersebar berserakan dimana-mana. Dalam Bahasa Inggris kata kompilasi
“compilation” yaitu himpunan undang-undang (Shadily 2000) dan dalam Bahasa

Belanda “compilatie” (kumpulan dari lain-lain karangan) (S. Wojowasito 1992).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kompilasi yaitu

kumpulan yang tersusun secara terarur tentang daftar infomasi, karangan dan

18
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sebagainya. Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai “figih
dalam Bahasa undang-undang atau dalam Bahasa rumpun melayu disebut

pengkanunan hukum syara. (arifin 1996)

Maka dapat dié ahwa il ada ngk man berbagali
hal menge slar - Si lﬂ;{' bangkan serta

disusun se

pasal yang lazin 13 eratura an. (Azhary 1991)
E.

enganalisa serta
menghindari s aka penulis akan
memperjelas tent operasionalkan dalam
penelitian ini. Maka : pada konsep operasional

sebagai berikut:

a.  Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau
pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,
individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan
badan hukum perdata.(Indonesia 2018) Penetapan juga suatu penentuan

secara jelas batas-batas tentang suatu hal tertentu sehingga diperoleh
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kesamaan cara pandang. Penetapan merupakan sebuah keputusan pengadilan

atas suatu perkara permohonan.

Hak Kewarisan adalah adalah hak yang mengatur tentang peralihan harta dari

bermasyarakat. Contoh produk Hukum keperdataan Islam adalah Kompilasi
Hukum Islam (KHI)

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat
pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dam hibah yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam serta waqgaf, zakat, infag dan shadagah serta
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ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

i.’ menggunakan

=)
d
g
o

(Mamudji 2003). Metode huku siologis atau yang dikenal dengan
(observational research) yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari
fakta-fakta di lapangan yang berupa perilaku manusia baik secara verbal yang
didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang diamati secara langsung (Fajar
dan Achmad,2010:280)

Kemudian sifat penilitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis

pemecahan masalahnya yang timbul.(Chandra 2017) Atau mendeskripsikan dan

menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai penetapan hak kewarisan anak

keseluruhan dari sebuah populasi (Sugiyono,2008). Berikut penulis paparkan

populasi penelitian:

a.

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang di wakilkan Panitera sebanyak 1
orang
Hakim pengadilan agama pekanbaru sebanyak 1 orang

Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 1 orang
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Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang akan menjadi

populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

@

N ueeyesndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISJ9AIU

nery wejsy sej

—~
l‘ ‘
No ‘ nik penentuan
bl
| ’ Responden
=
Ketua ‘
1. o
Agama ‘ Sensus
yang diw ’
panitera ’
Hakim
2. | Pengadilan Purposive Sampling
Pekanbaru
Sekretaris
3. | Pengadilan Agama Purposive Sampling
Pekanbaru

Berdasarkan table 1.1diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode
penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap
unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus

karena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi
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secara keseluruhan sebagai responden yaitu Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
yang diwakilkan oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, penarikan sampel

mengenai angka pengangka putusan atau berkas perkara
gugat  waris Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara
1266/Pdt.G/2018/P.A.Pbr. Kemudian data tersebut akan di analisis dengan
menghubungkan serta menguraikan dengan masalah yang dikaji.

b. Data Sekunder
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Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku pustaka,
peraturan perundang-undangan, hasil browsing internet, dokumen-dokumen, dan

sebagainya.

Sumber data sekun

f.  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan

pengangkatan anak
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h. Putusan Makhamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37

K/Sip/1959

5.  Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam yang dilakukan peneliti melalui wawancara atau
Tanya jawab kepada sampel sekaligus responden yakni Hakim Pengadilan Agama
Pekanbaru serta studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data
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Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data,
kemudian selanjutnya data akan dibahas dengan metode analisis kualitatif, yaitu

menggambarkan secara tulisan dan penjelasan melalui kata-kata untuk selanjutnya

suatu meto
ketetapan ht
penetapan hak kev an anak angkat d: i eperdataan Islam

yang dilakuk
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

diundangkan pada tangga ; ara tahun 11957

N0.99. Maka . Me gama RI pads 57 mengeluarkan
Penetapan Me ima No 58 Ta 0 iukan Pengadilan

Agama/Makha

Pengadilan

K.H Mansur, Ketua Pengadilan A fakhamah Syari’ah Bukittinggi, Bapak
K.H Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober
1958 secara resmi melantik K.H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan
Agama/Makhamah Syari’ah Pekanbaru.

Dengan dilantiknya K.H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan
Agama/Makhamah Syari’ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama

telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958
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ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada
saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 Tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Makhamah Syari’ah
Pekanbaru hanya.menempati sebuah kamar keeil yang berdampingan dengan KUA
Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan
meubeller yang hanya satu meja,Ranjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan
Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan
Samratulangi kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan
Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor dinas pertanian
Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH Abdul Malik meninggal dunia tanggal
1 Januari 1970:

Sepeninggalnya, kepemimpinan Di Pengadilan Agama digantikan oleh Drs
Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai PaniteraiPengadilan-Agama Pekanbaru.
Kemudian pengadilan Agama Pekanbaru pindah dan menyewa rumah penduduk di
Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 berpindah juga di Jalan
Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota menempati kantor sendiri.

Kemudian terjadi pergantian pimpinan pada tahun 1979, kepada Drs. H. Amir
Idris, pada saat kepemimpinannya berpindah lagi ke jalan Pelanduk kecamatan
Sukajadi hingga April 2007, dimana hingga pada tahun 2007 terjadi pergantian
kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama yakni:

- Drs. Marjohan Syam (1988-1994)
- Drs. Abdulrahman Har, S.H (1994-1998)

- Drs. H. Lumban Hutabarat S.H M.H ( 1998-2001 )
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- Drs. Zein Ahsan (2001-2004)

- Drs. Harun S, S.H(2004-2006)

- Drs. Syahril, S.H.,M.H ( 2006-2007)

menumpang pada instansi selama 24 tahun menjadi citranya semakin naif, namun
dari waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau
Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor
Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama
Pekanbaru untuk berkantor pada komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi

Riau termasuk Walikota Bapak H. Herman Abdullah,M.M yang sejak tahun 2005
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telah memberikan perhatian dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama ke
dalam protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua

Pengadilan Agama Pekanbaru.

DI disay yepepe fur udwnyo(
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3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru
Gambar 2.1

Peta Wilayah Yurisdiksi
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10.

11.

Kecamatan Rumb .. @ ‘
Kecamatan Payung Sekak
Kecamatan Marpoyan Damai
Kecamatan Bukit Raya
Kecamatan Sukajadi
Kecamatan Senapelan
Kecamatan Sail

Kecamatan Pekanbaru Kota

\\‘-‘
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12.

Kecamatan Lima Puluh

12 | Kelurahan Mentangor Kelurahan Tangkerang Utara
13 | Kelurahan Melebung Kelurahan Air Dingin

I1. Kecamatan Tampan VI11. Kecamatan Sukajadi
1 | Kelurahan Delima Kelurahan Sukajadi
2 | Kelurahan Tuah Karya Kelurahan Harjosari
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Kelurahan Simpang Baru

Kelurahan Kedungsari

Kelurahan Sidomulyo Barat

Kelurahan Kampung Melayu

Kelurahan Air Putih

Kelurahan Jadirejo

elurahan Cinta Raja

Kelurahan Agro Wisata

Kelurahan Suka Maju

Kelurahan Maharani

Kelurahan Suka Mulia

(Sukamulya)

V. Kecamatan Rumbai Pesisir

XI. Kecamatan Pekanbaru Kota

Kelurahan Limbungan

Kelurahan Suka Ramai
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2 | Kelurahan Limbungan Baru 2 | Kelurahan Suma Hilang
3 | Kelurahan Lembah Sari 3 | Kelurahan Kota Tinggi
4 | Kelurahan Lembah Damai 4 | Kelurahan Kota Baru
5
6
7
8
V. Kece

4.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru
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Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

Tugas Pokok

Tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49

™,

Z 8 ¢

Fungsi Pengadilan

1.  Fungsi Mengadili (Judicial Power) yaitu menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk kepada pejabat struktrual dan fungsional di bawah jajarannya,
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baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun

administrasi umum/perlengkapan keuangan, kepegawaian dan

pembangunan.

Sekretaris,

dibawah

AL

asehat tentang

mnya, apabila

administrasi

AWsaney

Tinjauan tentang Anak Angka
Pengertian Anak Angkat

Tidak semua orang tua diberi karunia anak dari-Nya dalam keluarganya.

Pengangkatan anak menjadi salah satu jala pintas untuk melengkapi suatu

keluarga yang utuh.
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Secara etimologi, kata anak angkat atau adopsi berasal dari Bahasa Latin

yaitu “adoption” yang berarti pengangkatan anak sebagai anak sendiri. Secara

terminologi, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum

orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua denga
anak kandung. (Soepomo 1985)

Soerjono Soekanto

Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah
menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap

sebagai anak kandung. (Soekanto, Hukum Adat Indonesia 2001)
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d)  Wirjono Pradjodikoro
Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang

diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai aak

iy disay yejepe il udwnyo(]
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hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Sedangkan hubungan nasab, wali nikah
bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandung
tidak terputus. (Sy 2008)

Hukum Islam membenarkan pengangkatan anak jika memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: (Zeini, Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum 1995)
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1.  Tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua

biologis dan keluarga

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat,

ditujukan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup orang tua
kandung.

Pada Hukum Islam, motivasi pengangkatan anak sendiri adalah lebih
kepada memberi perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang
kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan dan segala kebutuhan, bukan

memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi
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hukumnya. Di dalam hukum Islam pengangkatan anak bertujuan untuk

kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan. (Faud

1985)

c.

Anak di

a. 1 yang terbaik

dan ketentuan

b. (1) tidak
1gkat orangtua

c ang dianut oleh

d t dilakukan sebagai

€.

agama mayoritas penduduk setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1)

tentang syarat anak angkat yang diangkat yaitu:

a.  Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
b.  Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.

c.  Keluarga berada dalam asuhan atau Lembaga pengasuhan anak.
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d.  Memerlukan perlindungan anak.

Adapun syarat-syarat pengangkatan yang sesuai dengan Hukum Islam

adalah sebagai berikut:

Islam, sifatnya adalah

(13

anak yang ditujuka ak tersebut tidak sampai terlantar atau

menderita dalam tumbuh dan kembangnya.

Islam  memperbolehkan pengangkatan anak atau tabanni dan
memasukkannya dalam perbuatan baik apabila dilakukan dan didorong dengan
niat yang mulia untuk melindungi anak dari kepunahan karena orang tuanya

miskin, meninggal dunia, dan atau tidak diketahui keberadaannya. (Manan 2017)
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Agama sangat menganjurkan amalan ini dalam rangka melindungi masyarakat

dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

d. Akibat Hukum Pengangkatan anak

‘a\é‘g )

hubungan
anak angka
Invalid sou

lah hak da

berkewajiba

TS RN RN
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©n
[¢)
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misalnya dal
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2
2
2.
b
[¢']
z
=.
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orangtua mereka. Dapat dia ke anak angkat dan anak kandung
sama/sejajar.

Akibat hukum lainnya di dalam PP nomor 54 Tahun 2007 tentang
pelaksanaan pengangkatan anak tidak menyebutkan akibat hukum dalam
pengangkatan anak yang diaturnya. Misalnya pun ada, yang disebukan dalam
peraturan tersebut bersifat “pembatalan” akibat hukum yang timbul adanya adopsi,

yaitu pasal 4 “Pengangkatan anak tidak menentukan hubungan darah antara anak
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yang diangkat dengan orang tua kandugnya. Artinya, pengangkatan anak tidak
lagi berfungsi sama dengan dalam konsep aslinya (sistem hukum barat).

Pengadilan dalam praktiknya telah merantis mengenai akibat hukum dalam

p

b)

d)

berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam fikh,fatwa, putusan

pengadilan maupun perundang-undangan. (Arto 2006)

Dalam Hukum Islam, Pengangkatan anak menimbulkan akibat: (Arto 2006)

a.  Status anak angkat
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Yang dimaksud dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat

dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang

tua kandung kepada orang tua angkat. Tanggung jawabnya berupa biaya

yang ditunjuk oleh Menteri. Anak angkat akan di asuh dan diperlakukan layak
anak sendiri sehingga nantinya akan timbul akibat hukum yaitu anak akan
mendapatkan kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya, mempunyai
kedudukan yang sama dengan anak keturunannya sendiri termasuk mewarisi

kekayaan harta orang tua angkatnya setelah meninggal. (masriani 2012)
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Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Orang yang ingin
mengangkat seorang anak harus mengajukan terlebih dahulu ke pengadilan dan

melalui proses itu yaitu persidangan. Hakim dapat mangabulkan permohonan

menerima,n
yang dilak

dalam SE

pengangkatan anak khususnya pencatatan pengangkatan anak didaerah.

Pasal 81 ayat 3 dijelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak

sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut:
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a.  Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pengangkatan anak dengan

melampirkan persayaratan yang dimaksud pada ayat 2 kepada dinas

kependudukan catatan sipil

pelaksana y

hari setela

\ 2 Y LR )
-
S
=
%
o]
=N
o
=

N 5

telah sesuai dengan ketentua U No.4/1979 tentang kesejahteraan
anak Jo. Pasal 2 PP No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan
anak. Mengenai persyaratan pengangkatan anak dalam pasal 26 (1)
Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang persayaratan
Pengangkatan anak.

- Kedua, pelaksanaan persidangan pengangkatan anak. Dengan demikian

dapat dilihat bahwa prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan negeri
apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SEMA No.6/1983

tentang penyempurnaan SEMA No.2/1979 tentang Pegangkatan anak

atan ersebut telah sesuai

‘ ! ‘ “\“ .% b 2006 tentang

AnaeN:

akibat hukumnya.

an dan motif

' \@x\_‘\‘i\

N
=]
=~
(¢}
wn

Q.
©
=
-+
(¢}
=
&
&
=

o
g
=
8
[
8
[
=
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)

anak tersebut benar-benar memiliki tujuan dan motif untuk kepentingan
yang terbaik bagi masa depan anak. Kantor pencatatan sipil harus
memberikan pelayanan terbaik serta tidak mempersulit kepada pemohon
yang melaporkan pengangkatan anak untuk dibuatkan catatan pinggir dalam
register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

Skema Tata cara adopsi atau Pengangkatan Anak
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Calon Orang | PLembaIgla Tahap Calon Orang
Tua Angkat ehgasuhan - —  persiapan | Tua Angkat
Anak dokumen

Pengesahan
sementara dari
dinas sosial

da orang yang

masih hidu dalam hukum . Aturan pe disebut dengan

dijadikan objek dari hukum kewa itu harta pewaris yang beralih kepada
ahli waris. Yang dipergunakan dalam Bahasa hukum waris, yaitu merujuk kepada

orang yang menerima harta warisan karena kata itu artinya adalah ahli waris.

Dalam literatur hukum waris di Indonesia digunakan beberapa nama yang
diambil dari Bahasa Arab yaitu waris, warisan, tirkah, pusaka, dan hukum waris.

Dinamakan dengan “waris” karena dihubungkan kepada orang yang berhak
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menerima harta warisan, yang menjadi subyek dari hukum kewarisan. Penamaan
“warisan” dihubungkan kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum.

Adapun pemberian nama ‘“pusaka” merupakan nama lain dari harta yang

a mengenai
ahli waris.
ang orang-orang

yang mereka

b. Sumber Hukum Waris

Sumber utama hukum waris terdiri dari teks yang terdapat dalam Al-Quran
dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur

waris itu adalah sebagai berikut:

1)  Ayat-Ayat Al-Quran
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Al-Qur’an Surah ke-44 (An-Nisa’) ayat 7

L&).ML.L@

galan ibu bapa

-\‘jdugér‘ub -\S} QKQ\”" )-\.J‘Lg.m.k’bﬂ&vﬂ) M‘\Aﬁobbug
;,u M\L@wwjuwwu\m?md{u\, A6 ‘w

LS KA B g G [EF Sl 5356 VS

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan
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bahagian dua orang perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan
lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan,

Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta

ﬂw\;\c\djo\f\J\' 3 'Jéjélfob &A}Hw;w,, J—\-vu*r“s”:
N
ﬁwb}\ \.@y} deﬂ\d;gj&r@ﬁ;ﬂbuﬂ‘/\f\\ KQU )A_J\KZ,JJ\D-‘J

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika

mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
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seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat
vang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak

de ﬁ dua jenis saudara

Lsbst s
Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami

telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua

orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah
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bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka

bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Al-Quran Surah ke-4 (An-Nisa’) ayat 176.

1). Katakanlah,
ika seseorang
nyai saudara
seperdua dari
i-laki mewarisi

empunyai anak.

A\ 2

Allah menerangkan adamu, agar kamu tidak sesat. Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Al-Quran Surah ke-8 (Al-Anfal) ayat 75.

Vo PEE £, — s A \ <
A ’ 1}{ - ’v[ - Q7 ANV (54 - a7 //)’/rz 7{" A e
Syl i AV Ll rg-félzjj\-’ rg—“ Ipalag 1y lag A5 13 Gl
- ) 1£l \
ek Kalila

55



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

Artinya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah
dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-

orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak

menurut riwayat Al-

Bukhari,Muslim,Ab Farmizi dan Ibnu Majah

f. Hadits dari Qabishah bin Zueb

g.  Hadits dari abu Hurairah ra.menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu
Majah

h.  Hadits dari Sa’d ibn Abi Waqqash menurut riwayat Al-Bukhari

1. Hadits riwayat Abu DAud, at-Tarmizi dan Ibnu Majah
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Pada prinsipnya Al-Quran telah menjelaskan sumber hukum waris secara

rinci. Setelah itu, Rasul Allah mempraktekkan pembagian terhadap kasus-kasus

tertentu yang muncul di masa itu. Dalam pelaksanaaan pembagian selanjutnya,

a)

Hubungan darah ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran. Pada
awal pertama seorang anak lahir dari ibu, dan mempunyai hubungan darah
dengan ibu yang melahirkan anak itu. Hubungan ini bersifat alamiah, dan
berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan darah
antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubugan darah dengan

orang-orang yang lahir dri ibu yang sama. Maka bahwa di antara sesama
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saudara seibu mempunyai hubungan darah yang menyebabkan mereka

saling berhubungann kewarisan. Demikian juga seorang ayah yaitu seorang

laki laki yang menghamili ibunya, maka tercipta hubungan antara ayah dan

keluarganya yang masih hidup.

Adanya harta warisan. Harta warisan adalah segala sesuatu yang
ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli
warisnya. Perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan adalah
harta peninggalan itu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris sedangkan

harta warisan yaitu harta yang berhak diterima dan beralih kepada ahli waris.
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Ahli waris, yakni orang-orang yang berhak atas harta warisan yang

ditinggalkan pewaris. Ahli waris dapat dibedakan kepada ahli waris

hubungan darah dan ahli waris hubungan perkawinan. Ahli waris hubungan

Besar bagian masing-masing ahli waris telah disebutkan dalam
Alquran. Penamaannya disebut juga dengan istilah Farudhul Mugaddarah.
Terdapat 6 (enam) Farudhul Mugddarah, yakni:

1. 1/2 didapatkan oleh 5 orang, yaitu: Anak perempuan, cucu perempuan
dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung,saudara perempuan

sebapak, dan suami jika tidak memiliki anak dari istrinya(almarhum).
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2. Ya untuk 2 (dua orang),yakni : Suami (jika memiliki anak), dan istri jika
tidak memiliki anak dari istri (almarhum).

3. Bagian 1/8 hanya untuk Istri jika memiliki anak

arhum), nenek

ki-laki dengan

sebapak serta

setelah lama berkeluarga dan berniat untuk mengangkat seorang anak.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum
diangkat sebagai Rasul, pernah mengambil atau mengangkat anak sebagai anak
yaitu Zaid Bin Harisah, setelah dirinya dibebaskan dari perbudakan. Status anak
angkat pada masa tersebut sama dengan keturunannya sendiri, sehingga ia

dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Adapun salim Bin atabah setelah
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diangkat menjadi anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah, panggilannya pun

berubah menjadi alim bin Hudzaifah. (Subekti, 1980:10)

bapak, dan ada‘jt ang digunake . angtua dengan anak,

hubungan

Nasab

seseorang dengan orangtua nya, ket ya atau saudara-saudaranya.

Pengangkatan anak menurut syariat Islam juga dilarang, apabila anak tersebut
mendapat warisan. Islam melarang saling mewarisi antara bapak dengan anak
angkat dengan membatasi sebab-sebab mewarisi yaitu hubungan garis lurus ke

atas, ke bawah, garis menyamping, zawil arham, perkawinan dan pemerdekaan

61



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

budak. Pengangkatan anak dapat diterima sepanjang dalam batas menyantuni anak

tersebut, dan tidak dijadikan sebagai anak kandung.

diberlakukan sebagai anak kandun

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang
masih hidup diatur di dalam hukum waris. Aturan peralihan harta disebut dengan
berbagai nama, yaitu faraidh, Fikh Mawarits, dan Hukm Al-Warits. (syarifuddin

2008)
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Hukum waris Islam mengatur tentang cara pengalihan atau mengalihkan
harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup

yaitu ahli waris. Artinya akan menentukan siapa saja yang ahli waris, lalu porsi

kepada pe tau ahli waris ah g bersangkutan
meninggal dunia an demi ': ] ':'"' | am 1 aturan-aturan yang
bersumber d n; : nta g orang g yang dikategorikan

ahli waris 0 neni SE0ra S erhak menerima

1. j ¢ % : au mendalam sekali

tua yang mengangkatnya. Akibat hukum dari itu, anak angkat tersebut akan
mendapatkan warisan atau hak waris dari orang tua angkatnya dan tidak
mempunyai lagi atau tidak ada hak waris dari orang tua kandungnya.

2. Adoptio Minus Plena, yakni adopsi yang mendalam dan menyeluruh akibat
hukumnya. Jadi disini tujuanya untuk memelihara saja sehingga dengan

sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari ornag tua angkatnya.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam, adopsi termasuk dalam kategori Adopsi
Minus Plena, yaitu adopsi yang tidak begitu mendalam dan menyeluruh akibat

hukumnya, sehingga anak angkat tidak terputus sama sekali dengan orang tua

pada alasan-alasan hukum yang me an wasiar itu dilaksanakan.

Kompilasi Hukum Islam, disebutkan istilah wasiat wajib pada pasal 209
Ayat 1 dan ayat 2,sebagai berikut;
A. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan
pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta

warisan anak angkatnya.
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B. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

menolong. Sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Q.S Al-Maidah ayat 2, yang

artinya: “Dan tolong menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan
janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat.” Hal
tersebut termasuk menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, miskin atau

kurang mampu.
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Persoalan pengangkatan anak akan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yakni pasal 171 huruf h yang menyebutkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya

kewajiban ap ari 3 < ‘] diatur dalam

pasal 175

1.
zah selesai.
b. an, perawatan,
2. da kewajiban pewaris hanya

Asfawi, .S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Akibat hukumnya adalah kalau terdapat penetapan dari pengadilan agama
mengenai pengangkatan anak maka dia akan memperoleh wasiat wajibah.
Kalau tidak ada, maka anak angkat tidak mendapatkan hak

tersebut.Misalnya ada orang meninggal lalu meninggalkan anak angkat,
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kemudian penetapan pengadilan agama tentang anak angkat itu tidak ada,
lalu dimasukkan sebagai ahli waris. Ya tentu saja hal itu tidak bisa, karena

anak angkat tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan,

orang tua

kandungnya

angkat,

mengadili perkara permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum
Islam.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi,
S.H., M.H dalam wawancara bahwa:
“Anak angkat memiliki hak atas warisan orang tua angkatnya. Yaitu sepertiga dari

wasiat wajibah. Begitu juga orang tua angkat mempunyai hak terhadap anak
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angkat dengan catatan harus ada pentepan pengadilan agama. Namun semisalkan
dalam sangketa waris, ternyata dalam sangketa tersebut terdapat anak angkat

tetapi pemgadilan belum menetapkan. Pengadilan bisa saja menetapkannya, yakni

angkatnya. Anak empe 3 ukti penetapan
pengadilan agan cangke I'S etapan pengadilan

mengenai penga an a terse nem : yang sangat

wajibah.
Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi,
S.H., M.H dalam wawancara bahwa:
“Dalam Islam, anak angkat tidak akan terputus hubungan dengan orang tua
kandungnya karena masih memiliki hubungan darah dengan dirinya. Tapi

ada kedudukan anak angkat dalam soal pewarisan adalah wasiat wajibah

yaitu sepertiga dari orang tua angkatnya.”” (Asfawi, 2021)
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Tanggapannya mengenai Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi

Hukum Islam (KHI) adalah tetap. Tetap sebagai anak yang sah berdasarkan

putusan pengadilan. Dengan tidak memutus hubungan nasab atau darah dengan

B. Pelaksanaan
Pekanbaru
Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan sebuah aspek yang
penting dan sangat diperlukan untuk penyelesaian suatu perkara. Guna dari
putusan hakim untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status. Menjatuhkan
sebuah putusan harus didasarkan keadilan, tetapi keadilan semata-mata tidak akan

berhenti dengan pertimbangan hukum, melainkan keadilan juga harus

dihubungkan dengan kepentingan individu yang ingin mendapatkan suatu
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keadilan. Begitu juga untuk keadilan dalam sebuah pelaksanaan pembagian
kewarisan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Peneliti melakukan penelitian di pengadilan agama pekanbaru. Peneliti

anbaru

JUMLAH

S N
- =

~

terdapat 1 permohonan dan tahun erdapat 2 permohonan yang masuk di

Pengadilan Agama Pekanbaru.

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Majelis yang menangani
perkara mengenai cara pelaksanaan pembagian kewarisan di Pengadilan Agama

Pekanbaru.
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Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi,

S.H., M.H dalam wawancara bahwa:

“Proses pengangkatan anak itu harus mengajukan perkara-perkara, dan

pemohon, surat reko Q eterangan dari kelurahan
ML O

desa yang isinya akan meng atan anak, surat permohonan akan
pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama serta

membayar pajak biaya perkara.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi,

S.H., M.H dalam wawancara bahwa:
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“Anak angkat mendapat sepertiga paling banyak, dan kemudian sisanya

untuk ahli waris lain” (Asfawi, 2021)

“Terhadap

sebanyak-ba

bahagian dari wasiat wajibah. Namun jika belum ada penetapan
pengangkatan anak maka anak tersebut tidak mendapatkan bagian tersebut.
Proses persidangannya sama, anak angkat tersebut ditetapkan dahulu
sebagai anak angkat, lalu masuk sebagai ahli waris dalam rombongan ahli
waris. Anak angkat masuk dalam kelompok tersebut, dan mendapat

sepertiga paling banyak tetapi ada perbedaan pendapat para hakim, ketika
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misalnya dibagi sepertiga dan lebih banyak pendapatannya dari pada ahli
waris lainnya. Maka hakim bersikap bijaksana. Misalnya anak kandung ada

10, anak angkat ada 1, kalau anak angkat mendapat sepertiga maka tentu

Pisitulah hakim tidak

et "

pengangkatan anak tersebut merupakan sebuah kepastian hukum dan suatu
perwujudan kesejahteraan bagi anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya.
Sehingga nantinya dapat menghindari permasalahan yang akan timbul di
kemudian hari, dan itu harus ditetapkan melalui lembaga pengadilan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan suatu keadilan

bagi anak angkat untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkannya.
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Termasuk masalah kewarisan. Hakim akan menetapkan kewarisan bagi anak
angkat sesuai dengan peraturan hukum islam berlaku atau Kompilasi hukum Islam.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal 209 ayat 2 yang

memang s etap: X atan anak tersebut,
anak angka
angkat akan B atka ertig i hart 1 angkat tersebut, namun

tidak akan

tersebut, dalam kondisi yang telah disebutkan diatas hakim akan
mempertimbangkan kembali bagian sepertiga tersebut. Tujuannya agar harta
warisan yang diperoleh oleh anak angkat tersebut tidak melebihi harta warisan

ahli waris yang utama.

Menurut Ketua Hakim Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru Dr.Asfawi,

S.H., M.H dalam wawancara bahwa:
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“KHI tadi dan rasa keadilan. Hakim tidak harus merujuk pada pasal 209
KHI, yaitu spertiga. Terdapat kasus orang tua tidak mempunyai anak.

Kemudian orang tua tersebut mengangkat seorang anak angkat, dan orang

sebagai wasiat
yak, dan ketika
sih ahli waris
aja hal tersebut

o
&
ba

el

g 3
o
g
my

jika terdapat

pertimbangan hakim untuk pelaksanaan perolehan kewarisan anak angkat.
Kewarisan anak angkat dalam Islam dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam
yang menyebutkan bahwa wasiat wajibah yang diberikan untuk anak angkat
adalah sepertiga. Namun tidak harus selamanya merujuk kepada pasal tersebut.
Hakim akan menetapkan kewarisan dengan bertonggak kepada keadilan masing-

masing pihak. Kondisi-kondisi juga tidak mengharuskan bagi hakim untuk
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menetapkan kewarisan bagi anak angkat adalah sepertiga. Terkadang tercipta

kondisi, anak angkat memperoleh lebih besar warisan dari pada ahli waris utama.

Secara logika, pembagian tersbut tidak ada rasa keadilan. Dimana yang

a.

Hubungan darah yakni golongan laki laki terdiri dari ayah, anak laki
laki,saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan Golongan perempuan yaitu
ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Hubungan perkawinan yaitu duda atau janda. Apabila ahli waris semuanya
ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau

duda.
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Pelaksanaan hak waris untuk anak angkat dilaksanakan melalui wasiat
wajibah. Pelaksanaan wasiat wajibah dilaksanakan terlebih dahulu ketimbang

pelaksanaan pembagian warisan kepada anak kandung atau ahli waris. Pasal 175

bahwa wasiat te iucapka , tetapi pelaksanaan

wasiat ini d 3 ada alasan-alasa ) kan bahwa wasiat

waris harus didasarkan keadilan. “Yakni pertimbangan-pertimbangan atau
perbandingan. Maksudnya hakim akan menetapkan bagian warisan anak angkat
yaitu melalui wasiat wajibah tidak serta-merta mutlak menerapkan langsung
ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan terjadi

penyimpangan dari peraturan tersebut karena dalam suatu peristiwa yang konkret
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harus juga memperhatikan bagian ahli waris lainnya dan tidak boleh melebihi

bagian ahli waris dalam farudhul muqaddrah.

Penetapan Hak Kewarisan terhadap An angkat di Pengadilan

gugatan secara

adilan Agama

a tahun 2000. Dan

yaitu  sebagai

dikarunia anak kandung;

3.  Bahwa pada saat meninggal dunia, ayah kandung Pewaris yang telah
meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris , sementara Ibu

Kandung Pewaris yaitu TERGUGAT II masih hidup hingga saat itu.
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4. Selain meninggalkan TERGUGAT II dan TERGUGAT I serta anak

kandung yaitu PENGGUGAT , Pewaris juga meninggalkan harta

waris berupa:

ua ratus meter

- Sebelah Barat dengan rumah warga.

3) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova

4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tercatat

atasnamaTERGUGAT [;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tercatat

atasnamaTERGUGAT [;
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6) Uang Tabungan diBank BCA, Bank CIMB Niaga dan Bank Panin
atas nama PEWARIS senilai kurang lebih Rp. 450.637.000,- (empat

ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

ratus delapan
A ratus delapan

Pewaris oleh

: +«ANAEN

ah
=5
e
2
2
2
B
(@)
=
=

menetapkan secara hukum almarhum dan menetapkan para Ahli Waris

yang sah dan berhak atas harta Pewaris yaitu sebagai berikut:

1) TERGUGAT II, (Ibu Kandung Pewaris);

2)  TERGUGAT I(Istri pewaris).

3) PENGGUGAT, (anak kandung laki-laki pewaris);
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Bahwa seluruh harta yang disebut pada point 4 adalah milik Pewaris

dan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap

Para Ahli Waris, maka Penggugat memohon agar seluruh harta

e
Per

Pengadilan Agama
intuk mentaati
la, dan apabila
agar dilakukan

dan hasilnya

Bahwa benar sesuai fakta Sdr. Eko Priyono yang telah meninggal

dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 dapat ditetapkan sebagai Pewaris;

Bahwa benar Pewaris telah meninggalkan Tergugat I, Tergugat II dan
Penggugat serta seorang anak angkat yang bernama Andika Satrio

Priyono yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris;

81



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

4. Bahwa A adalah anak Pewaris dan Tergugat I yang dirawatdan

dipelihara sejak bayi berumur+ 1 (satu) bulan sesuai dengan surat

pernyataan Sdr.Yusniati Asrul tertanggal 16 Oktober 2004 dengan

gat Il apalagi

AN

alam keluarga
gat I Konvensi

an/menetapkan

ALY

gini/harta bersama agian setengah/sebagiannya adalah

milik Tergugat I;

6. Bahwa terhadap harta angka 4 point 4} dan 5) adalah harta pribadi

Tergugat I karena legalitas surat kedua sepeda motor tersebut adalah

atas nama Tergugat [/Penggugat Rekonpensi;
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Bahwa terhadap harta berupa uang angka 4 point 6), 7) dan 8) adalah
hak Tergugat I, Tergugat II dan Andika Satrio Priyono yang telah

diberikan Pewaris kepada mereka sesuai pernyataan Tergugat II yang

saan Tergugat I
da tanggal 20
piah) sehingga

oleh karena itu

Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat
dalam Konpensi didasari atas bukti-hukti yang autentik oleh
karenanya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya
hukum lain, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa
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dan mengadili perkara ini untuk memberikan dan atau menjatuhkan

Putusan sebagai berikut:

si/Tergugat dalam

wajibah sebesar 1/3 bagian dari Tirkah almarhum Eko Priyono;

5. Menetapkan Tergugat I berhak atas harta Pewaris yaitu sebesar 1/2

harta sebagai harta bersama;

6. Menetapkan harta Pewaris yang dapat dibagi berupa:
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a.  sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi) yang
berdiri bagunan permanen diatasnya yang terletak di Jalan

Taman Permata parahyangan Raya No. 06 Kelurahan Binong,

a putih tahun 2013

harta bersama

bersama dengan

Ya(setengah) milik

Menetapkan harta berupa:

a. 1 Unit Motor merek Vario warna tahun 2013 No.Pol. 4210 AR
atas nama Wiani Pinanti Pujiastuti;
b. 1 Unit Motor merek supra X warna tahun 2014 No. Pol. 4210 AY

atas nama Wiani Pinanti Pujiastuti;
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c. Uang tunai di Bank dalam rekening pewaris, dana pensiun serta
dana BPJS adalah uang pemberian Pewaris kepada Tergugat I

sebagai biaya hidup Tergugat I, Tergugat II dan Andika Satrio

o
&
5 arkan 1/3 untuk
Pey

ewaris yaitu : harta

Kecamatan =~ Curug,Kabupaten = Tangerang  adalah  Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Harga sebidang tanah seluas 144 M2 (seratus empat puluh meter
persegi) yang berdiri bagunan permanen diatasnya yang terletak di

Perum. Damai Langgeng Blok D.17 RT 003 RW 007 Kelurahan
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Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Rp.

250.000. 000,- (duaratus lima puluh juta rupiah);

c. Harga 1 Unit Mobil Toyota kijang Innova warna putih tahun

adalah 466.666.666,- (empat ratus enam puluh enam juta enam
ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
h. Menetapkan bagian Tergugat I adalah 1/8 bagian dari harta
warisan yaitu 466.666.666,- (empat ratus enam puluh enam juta

enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam
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rupiah) x 1/8 = Rp. 58.333.333,- (lima puluh delapan juta tiga ratus
tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

1. Menetapkan bagian Tergugat II adalah 1/6 bagian dari sisa harta

"

r ..
o)
.I,“'

g
.'@.

330.555.555,- dikurangi Rp. 100.000.000,- = Rp. 230.555.555,- (dua
ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima

puluh lima rupiah);

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun

ada upaya hukum lain (unit voerbaar bij voorrad);
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12.  Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain_mohon putusan yang seadil

Nomor

Menetapkan ahli waris a im Eko Priyono (alias Eko Prijono) bin

Abdul Muin adalah adalah:

1)  Siti Lestari (ibu kandung).
2)  Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wariban (isteri).

3)  Rahardian Ekananda bin Eko Priyono (anak kandung)
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nery wejsy sej

4. Menetapkan Andika Satria Priyono sebagai anak angkat dari
almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin dan Wiani Pinanti Pujiastuti

binti Soewarso Wariban, dan berhak menerima wasiat wajibah dari

an Sidomulyo
Provinsi Riau,

yan batas batas

2) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210
WE, tercatat atasnama Eko Priyono;
3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tercatat

atasnama Wiani Pinanti Pujiastuti (Tergugat I);
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4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tercatat
atasnama Wiani Pinanti Pujiastuti (Tergugat I);

5) Uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu miliyar lima ratus

8. Menetapkan bagian @ bernama Andika Satrio Priyono 1/8
bagian atau 3/24 bagian dari harta waris Pewaris Eko Priyono bin
Andul Muinsebagai wasiat wajibah;

9.  Menetapkan harta berupa :

1)  Sebidang tanah luas lebih kurang 102 M2 yang berdiri diatas
tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Taman

Permata Parahayangan Raya No.06, Kelurahan Binong,

9N
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Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
dengan SHM No.05219/Binong atas nama Insinyur Eko Priyono

(harta bawaan);

BM.4210 AR. ata

5)  Seperdua bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex
BM. 4210 AY;

6)  Seperdua bagian dari uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu
miliyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu
tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah)

Adalah harta warisan Pewaris Eko Priyono.
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2. Menghukum Tergugat I menyerahkan bagian milik masing masing
ahli waris dalam diktum angka 7 (tujuh) terhadap harta warisan dalam

diktum angka 9 (sembilan), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian

Rekonvensi

Menghukum Terguga embayar sebagian biaya yang timbul
dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.014.000.000,00 (satu juta
empat belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru
dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03
September 2019Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram

1441 Hijriyah,oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim
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Ketua Majelis, Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H dan Drs. Ali Amran S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut

dibacakan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 Miladiyah,

perannya dalam berbagai p m misalnya tidak adanya keturunan
(anak). Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak orang lain yang
tidak mampu, miskin dan terlantar. Dengan syarat yaitu tidak memutuskan
nasab, kedudukan dan hak anak tersebut dengan orang tua kandungnya.
Pemeliharaan anak tersebut semata-mata untuk kesejahteraan berupa
penyantunan. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 171 huruf (h)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak angkat dalam
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pemeliharannya untuk hidupnya sehari-hari,biaya Pendidikan, dan

sebagainya beralih tanggung jawab dan orang tua asal kepada orang tua asal

kepada orang tua kandungnya berdasarkan keputusan pengadilan.

ANALYS

< RANAEN

ngadilan Agama
Eko Priyono
(pewaris) yang

an Wiani Pinanti

]
(o))
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tahun 1989 yaitu Rosilawati bintt R. Wardjani yang dikaruniai anak laki laki
yaitu Penggugat. Pada tanggal 20Juni 2000, pewaris dan Rosilawati binti R.
Wardjani bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama. Lalu terjadi
pernikahan Kedua yakni pada thun 2003 dengan Wiani Pinanti Pujiastuti
yaitu tergugat I dan tidak dikaruniai anak kandung. Kemudian Tergugat

menyampaikan jawabnnya dengan eksepsi dan Rekovensi , dimana
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Tergugat dan Pewaris ternyata telah mengangkat seorang anak bernama

Andika Satrio Priyono yang hidup bersama dengan pewaris dan Tegugat I

sejak masih bayi sesuai pernyataan orang tua kandung anak tersebut dan

tua dari anaknya yang lahir pada tanggal 09 September 2004 dan pewaris
diberikan hak untuk mencantumkan namanya sebagai orang tua dalam akte
kelahiran anak ,sehingga oleh karena itu anak tersebut sah menurut hukum.

Maka dari itu pengadilan agama pekanbaru menetapkan ahli waris
almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin adalah Siti Lestari sebagai Ibu

Kandung, Wiani Pinanti Pujiastuti Binti Soewarso Wariban sebagai Istri,
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dan rahardian Ekananda bin Eko Priyono sebagai anak kandung. Serta
menetpakan Andika Satrio Priyono sebagai anak angkat dari almarhum dan

berhak menerima wasiat wajibah dari Almarhum. Dan putusan Pengadilan

ak 1/8 bagian atau

‘ h““a .{i@
%
o

dalam farudhul muqaddarah.
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BAB IV

PENUTUP

bil beberapa

m Islam(KHI)

gan orang tua

tAay

ewarisan harus
nan. Maka anak

tua angkatnya.

Ak

banyaknya ialah 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.
Begitu pula orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan
anak angkat. Dalam melaksanakan dan memutuskan hak waris kepada

anak angkat, hakim akan bertonggak kepada keadilan. Tidak selamanya

hakim secara mutlak menetapkan langsung ketentuan yang disebutkan
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dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena hakim akan
mempertimbangkan kembali dan memperhatikan bagian masing-masing

ahli waris agar tidak melebihi bagian ahli waris dalam farudhul

menetapkan
(seperdelapan)
wajibah. Besar
Hukum Islam
erapkan langsung

li waris lain dan

ini seharusnya pemerintah membuat undang-undang nasional yang
secara khusus mengatur mengenai hal ini. Yang mampu memberi
kemudahan untuk masyarakat. Karenasampai saat ini, acuan mngenai
pengangkatan anak masih tesebar dibeberapa peraturan.

2. Allah SWT sangat perhatian kepada Umat Islam. Sebagai umat Islam

seharusnya bersyukur dengan adanya pengaturan mengenai wasiat
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wajbah yang diberikan kepada anak angkat melalui Kompilasi Hukum
Islam(KHI) yang menjadi dasar kompetensi penetapan kewarisan anak

angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru.
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perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama

- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan

pengangkatan anak
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Putusan Makhamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959
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